Meni mbang :

Mengi ngat

RGS Mitra

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 1996
TENTANG

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka neningkatkan daya saing
produk ekspor di pasaran global, diperlukan
antara I ain peni ngkat an efisien dengan
mendekat kan per sedi aan bahan baku bagi kebutuhan
i ndustri dal am negeri yang tepat waktu, serta
t er sedi anya sarana pronosi untuk mendukung
pemasar annya, perlu diberikan kermudahan d
bi dang kepabeanan, cukai, dan perpaj akan;

bahwa untuk tujuan tersebut dan sesuai dengan
Pasal 44 Undang-undang Nonor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, dipandang perlu nengatur
tenpat tertentu di dal am Daerah Pabean sebaga
t enpat Peni mbunan Beri kat dengan Per at ur an
Peneri nt ah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

Undang- undang Nonmor 6 tahun 1983 t ent ang
Ket entuan Unum dan Tat acara Perpaj akan (Lenbaran
Negara Tahun 1983 Nonor 49, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3262), sebagai mana telah diubah
dengan Undang- undang Nonmor 9 Tahun 1994
(Lenmbaran NegaraTahun 1994 Nonor 59, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3566);

Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasi | an (Lenbaran Negara Tahun 1983 Nonor
50, Tambahan Lenbaran Negara Nonor 3263),
sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-
undang Nonmor 10 Tahun 1994 (Lenbaran Negara
Tahun 1994 Nonor 60, Tanbahan Lenbaran Negara
No. 3567);

Undang-undang Nonor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertanbahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang
Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nonor 51

Tanbahan Lenbar an Negar a Nonor 3264),
sebagai mana tel ah diubah dengan Undang-undang
Nonmor 11 Tahun 1994 (Lenbaran Negara Tahun 1994
Nonmor 61, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3568);

Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 t ent ang
Kepabeanan (Lemnbaran Negara Tahun 1995 Nonor 75,
Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3612);

Undang- undang Nonor 11 Tahun 1995 tentang Cuka
(Lenmbaran Negara Tahun 1995 Nonmor 76, Tanbahan
Lenbaran Negara Nonor 3613);
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Menet apkan

RGS Mitra

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG TEMPAT PENI MBUNAN
BERI KAT

BAB 1

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Penerintah ini yang di naksud
dengan:

1

Tenpat Peni nbunan Beri kat adalah bangunan,

t enpat, at au kawasan yang menenuhi
persyaratan tertentu di dal am Daerah Pabean
yang digunakan untuk rmeninmbun, mengol ah

memamer kan, dan/atau nmenyedi akan barang unt uk
di j ual dengan nmendapat kan perl akuan khusus d
bi dang Kepabeanan, Cukai, dan perpaj akan yang
dapat berbentuk Kawasan Beri kat, Pergudangan
Beri kat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau
Toko Bebas Bea.

Kawasan beri kat adal ah suat u bangunan,
t enpat , atau kawasan dengan bat as- bat as
terl entu yang di dal ammya dil akukan kegi atan
usaha industri pengol ahan barang dan bahan

kegi at an rancang bangun, per ekayasaan

penyortiran, peneriksaan awal, peneriksaan
akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan
asal inmpor atau bal rang dan bahan dari dal am
Daer ah Pabean I ndonesi a | ai nnya, yang
hasi | nya terutanma untuk tujuan ekspor.

Gudang Berikat adalah suatu bangunan atau
tenpat dengan batas-batas tertentu yang di-
dal ammya di | akukan kegi at an usaha peni nbunan,
pengemasan, penyortiran, pengepakan, penberi -

an nerek/label, penptongan, atau Kkegiatan
lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat
di stribusi barang-barang asal inpor untuk

tujuan i masukkan ke Daerah Pabean | ndonesia
| ai nnya, Kawasan Berikat, atau direekspor
t anpa adanya pengol ahan.

Entrepot untuk Tujuan Paneran adal ah suatu
bangunan atau kawasan dengan bat as- bat as
tertentu yang didal amya dil akukan kegi atan
usaha penyel enggaraan panmeran barang hasi

i ndustri asal inpor atau barang industri dari
dal am Daer ah Pabean yang penyel enggar aannya
bersi fat internasional

Toko Bebas Bea adal ah bangunan dengan bat as-
bat as tertentu vyang di per gunakan unt uk
mel akukan kegi at an usaha nenj ual barang asa
i mpor atau barang asal Daerah Pabean kepada
orang yang berhak nenbeli barang dal am batas
nilai tertentu dengan nmendapat kan penbebasan
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Bea Masuk, Cukai, dan paj ak.

Penyel enggar a adal ah Perseroan Ter bat as,
koperasi yang berbentuk badan hukum atau
yayasan, yang mem |i ki, menguasai, nengel ol a,
dan nenyedi akan sarana dan prasarana guna
keperl uan pi hak |lain yang nmel akukan kegi atan
usaha di Tenpat Peninbunan Berikat yang
di sel enggarakannya berdasarkan izin unt uk
menyel enggar akan Tenpat Peni nbunan Beri kat .

Pengusaha adal ah Perseroan Terbatas at au
koperasi yang nel akukan kegi atan usaha d
Tenpat Peni mbunan Beri kat .

Pasal 2

Barang atau bahan inpor yang di masukl can ke

Tenpat Peni mbunan Beri kat di berikan fasilitas

ber upa:

a. penangguhan bea masuk;

b. penbebasan cukai

c. tidak dipungut Pajak Pertanbahan N la
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM dan Paj ak Penghasil an (PPh) Pasa
22.

At as penyerahan Barang Kena Pajak dal am
negeri ke Tenpat Peni mbunan Beri kat di berikan
fasilitas berupa tidak di pungut PPN, dan PPn
BM

At as pemasukan Barang Kena Cukai yang berasa
dari dal am Daerah Pabean |ndonesia |ainnya
di bebaskan dari pengenaan cukai

Bar ang atau bahan yang nmendapatkan fasilitas
sebagai mana di maksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) bukan merupakan barang untuk
di konsunsi sendiri di Tenpat Peni mbunan
Beri kat yang bersangkut an.

Pasal 3
Penyel enggaraan Tenpat Peni mbunan Beri kat
di I akukan ol eh penyel enggara yang ber -
kedudukan di | ndonesi a.
Pengusahaan Tenpat Peni mbunan Beri kat

di | akukan ol eh pengusaha yang ber kedudukan d
I ndonesi a.

Pasal 4

Penyel enggara Tenpat Peni mbunan Beri kat dapat juga
berti ndak sebagai Pengusaha Tenpat Peni mbunan
Beri kat .

Pasal 5
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Barang asal inpor yang dikeluarkan dari
Tenpat Peni mbunan Beri kat dengan t uj uan
di i npor untuk dipakai, sepanjang terhadap
pengel uaran tersebut tidak ditujukan kepada
pi hak yang nmenperoleh fasilitas penbebasan
at au penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak
dal am rangka i npor:

a. di pungut bea masuk berdasarkan tarif yang
berl aku pada saat diinmpor untuk dipaka
dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat
barang di masukkan ke Tenpat Peni nbunan
Beri kat ;

b. yang merupakan Barang Kena Cukai, dilunas
cukai nya;

c. di kenakan PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22
ber dasar kan harga penyerahan.

Terhadap barang sebagai mana di maksud pada

ayat (1) diberlakukan ketentuan umum d
bi dang i npor.

Pasal 6

Barang yang dikeluarkan dari Tenpat Peni nmbunan
Beri kat dengan tujuan untuk di ekspor diberl akukan
ket entuan unmum di bi dang ekspor

(1)

(2)

BAB 11
KAWASAN BERIKAT

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 7

Penet apan suatu kawasan atau tenpat sebaga
Kawasan Berikat (KB) serta penberian izin
penyel enggar a KB (PKB) dil akukan dengan
Keput usan Presi den.

Untuk nendapat kan i zin sebagai mana di maksud
pada ayat (1), pihak yang akan nmenjadi PKB
harus memenuhi persyaratan sebagai beri kut:

a. Memliki bukti kepem |ikan atau penguasaan
suatu bangunan, tenpat atau kawasan yang
menpunyai batas-batas yang jelas (pagar
pemn sah);

b. Memli ki Surat lzin Usaha | ndustri,
Anal i sis Mengenai Danpak Lingkungan, dan
i zin | ainnya yang di perlukan dari instans
teknis terkait;

c. Memliki penetapan sebagai Pengusaha Kena
Paj ak ( PKP) dan mel ampi r kan Sur at
Pemberi tahuan Pajak Tahunan (SPT) PPh
tahun | erakhir bagi perusahaan yang sudah
waj i b nmenyerahkan SPT;

d. Rencana tata |etak KB.

Page 4 of 13



RGS Mitra Page 5 of 13

Pasal 8

KB yang penyel enggaraannya di | akukan ol eh PKB yang
tel ah nmendapat kan izin sebagai mana di maksud dal am
pasal 7 dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa
perusahaan yang nel akukan kegi atan usaha industr
pengol ahan.

(D) Atas inpor barang nodal atau peral atan untuk
penbangunan/ konst ruksi/ perluasan KB dan
per al at an per kant or an yang semat a- mat a
di pakai oleh PKB yang telah nendapat izin
sebagai mana di maksud dal am Pasal 7 diberikan
fasilitas berupa penangguhan beamasuk, ti dak
di pungut PPN, PPN, dan PPh Pasal 22.

(2) PKB ber kewaj i ban unt uk rnel akukan penelitian
kel engkapan per syar at an yang di waj i bkan
kepada Pengusaha KB sebagai nana di maksud
dal am Pasal 10 yang akan nel akukan kegi atan
usaha industri di KB yang di sel enggar akannya.

(3) PKB mel apor kan kepada Ment er i Keuangan
tentang adanya Pengusaha baru yang telah
menmenuhi  persyaratan sebagai mana di maksud
pada ayat (2)

Bagian Kedua
Pengusaha

Pasal 10

(D) Pengusaha yang akan nel atan usaha industri d

KB yang di sel enggar akannya.

a. Memiliki Surat Ijin Usaha |Industri;

b. Mem liKki penet apabn sebagai PKP dan
mel ampi r kan SPT Tahunan PPh tahun terakhir
bagi per usahaan yang sudah wajib
menyer ahkan SPT.

(2) PDKB  yang tel ah menmenuhi per syar at an
sebagai mana di maksud pada ayat (1) harus
nmel apor kepada Menteri Keuangan dal am jangka
wakt u enpat bel as hari sebelum rmula
mel akukan kegi at an usahanya.

(3) Ket ent uan mengenai tata cara pemasukan barang
dan bahan atau pengeluaran barang hasi
ol ahan bagi para PDKB diatur [|ebih |anjut
ol eh Menteri Keuangan.
Pasal 11
PKB yang akan bertindak sebagai PDKB wajib memenuh
per syar at an sebagai mana di maksud dal am Pasal 10.

Pasal 12

(D) PDKB bertanggung jawab terhadap bea masuk
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cukai, dan pajak yang terutang atas barang
yang di masukkan at au di kel uar kan dari
per usahaannya .

PDKB di bebaskan dari t anggung j awab

sebagai mana di maksud pada ayat (1) dalam hal

barang yang berada di perusahaannya:

a. nusnah tanpa sengaj a;

b. telah diekspor, direekspor, atau diinpor
unt uk di pakai

c. dimasukkan ke KB | ainnya, dipindahkan ke
Tenpat Peni nbunan Senmentara, atau Tenpat
Peni mbunan Pabean.

Bagian Ketiga
Subkontrak

Pasal 13

PDKB dapat nensubkontrakkan sebagian dari
kegi at an pengol ahannya kepada per usahaan
i ndustri yang berada di dal am Daerah Pabean
I ndonesia |lainnya atau PDKB | ai nnya kecual
pekerj aan penget esan, sortasi, atau
pengepakan.

Pekerjaaan subkontrak sebagai mana di maksud
pada ayat (1) melipulti seluruh jenis produk
dan harus disel esai kan sel ama-| amnya 60
(enam pul uh) hari sejak di kel uarkannya bar ang
dan/ at au bahan dari KB

Pekerj aaan subkontrak sebagai mana di meksud
pada ayat (1) harus dil akukan nel al ui kontrak
yang sekurang- kurangnya neruat jangka waktu,
jum ah barang dan/atau bahan yang diterim
dari PDKB dan jum ah hasil pekerjaan yang
di kenbal i kan kepada PDKB

Penyer ahan pekerj aan subkont r ak kepada
perusahan industri yang berada di Daerah
Pabean I ndonesia |ainnya harus di serta
dengan j am nan yang di ser ahkan kepada

Bendaharawan Kantor Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang nengawasi KB berupa:

a. jam nan bank;

b. Surety Bond atau Custons Bond yang
di kel uarkan ol eh Perusahaan Asuransi yang
di setujui Menteri Keuangsn; atau

c. Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi perusahaan
yang termasuk dalam daftar putih vyang
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan.

Ket ent uan nmengenai tata cara pekerj aan
subkontrak bagi para PDKB di atur |ebih I anjut
ol eh Menteri Keuangan.

Bagian Keempat
Pengeluaran Mesin dari KB

Page 6 of 13



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

RGS Mitra

Pasal 14

Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan
di per gunakan untuk nengerjakan pekerj aan
subkont rak dapat di pi njankan ol eh PDKB kepada
PDKB | ai nnya atau Subkontraktor dalam Daerah
Pabean | ndonesia |ainnya untuk jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat
di perpanjang untuk paling lama 2 (dua) Kal
dua bel as bul an.

PDKB  dapat nengel uar kan mesi n dan/ at au
peral atan pabrik ke dalam Daerah Pabean
I ndonesi a | ai nnya dengan t uj uan unt uk
di reparasi / di perbai ki .

Dengan menyer ahkan j am nan sebagai nana
di maksud dalam Pasal 13 ayat (4) kepada
Bendaharawan Kantor Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang nengawasi KB, pengel uaran
mesi n dan/ atau peral atan pabri k dengan tujuan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) atau ayat
(2) ke dal am Daer ah Pabean | ndonesia | ainnya
di beri kan penangguhan penbayaran bea nmasuk,
PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22.

Repar asi / per bai kan sebagai mana di meksud pada
ayat (2) diizinkan untuk jangka waktu paling
| ama 12 (dua belas) bulan sejak mesin
dan/atau peral atan pabrik di kel uarkan dari
KB.

Pengel uaran nesin dan/atau peralatan pabrik
dari KB ke luar negeri dengan t uj uan
repar asi / per bai kan di | akukan sesuai ket entuan
yang berl aku.

Ketentuan nengenai tata cara pengel uar an
mesi n/ peral atan pabri k ol eh PDKB di atur |ebih
| anj ut ol eh Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Pengeluaran Barang Olahan dari KB

Pasal 15

Pengel uaran barang yang tel ah diolah di KB ke
dal am Daerah Pabean | ndonesia | ainnya hanya
dapat dil akukan setel ah ada realisasi ekspor
dengan menenuhi ket ent uan sebagai nana
di maksud dal am Pasal 5.

Real i sasi ekspor sebagai mana di meksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan persentase dari
nilai ekspor yang besarnya ditetapkan oleh
Menl eri Keuangan.
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BAB 111
GUDANG BERIKAT

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 16

(D) Penet apan suatu bangunan, t enpat , atau
kawasan sebagai Gudang Beri kat di berikan ol eh
Ment eri Keuangan kepada Penyel enggara Gudang
Beri kat (PGB) dengan mener bi t kan izin
penyel enggar aan Gudang Beri kat .

(2) Untuk nendapatkan izin sebagai mana di maksud
pada ayat (1) pihak yang akan nmenjadi PGB
harus menmenuhi persyaratan sebagai beri kut:

a. Memiliki bukti kepem |ikan atau penguasaan
suatu bangunan tenpat atau kawasan yang
menpunyai batas-batas yang jelas (pagar

pem sah);

b. Memiliki Surat |zin Usaha dan izin |ainnya
yang di perlukan dari instansi tekni s
terkait;

c. Memliki penet apan sebagai PKP dan
mel ampi rkan SPT PPH tahun |erakhir bag
perusahaan yang sudah waiib nenyerahkan
SPT;

d. Rencana tata | etak Gudang Berikat .

Pasal 17

Gudang Berikat yang berbentuk suatu kawasan yang
penyel eng- garaannya dil akukan ol eh PGB yang telah
mendapat kan i zin sebagai mana di naksud dal am Pasa
16 dapat diperuntukkan bagi satu atau beberapa
per usahaan yang mel akukan kegi at an usaha
per gudangan.

Pasal 18

(D) At as i npor barang nodal atau peral atan untuk
penmbangunan/ konstruksi Gudang Beri kat yang
telah nmendapst izin sebagaimna di naksud
dal am Pasal 16 di beri kan fasilitas
berupapenangguhan bea masuk, tidak di pungut
PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22.

(2) PGB yang Gudang Beri katnya dapat ditenpati
ol eh | ebih dari satu pengusaha Gudang
Beri kat, berkewaji ban menmberi kan rekonendas
bagi kepentingan para pengusaha dal am rangka
pengurusan izin pengusahaan Gudang Berikat
dari Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Pengusaha

Pasal 19
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(1) I zin sebagai Pengusaha pada Gudang Berikat
(PPGB) diberikan ol eh Menteri Keuangan.

(2) Untuk nendapatkan izin sebagai mana di maksud
pada ayat (1), pengusaha yang akan nenjadi
PPGB harus nenenuhi persyaratan sebaga
beri kut :

a. Memliki Surat |zin Usaha dan izin sebaga
importir dari instansi teknis terkait;

b. Mem liKki penet apan sebagai PKP dan
mel ampi rkan SPI Tahunan PPh tahun terakhir
bagi per usahaan yang sudah wajib
menyer ahkan SPT,;

c. Memliki rekomendasi dari PGB

d. Mel el akkan j am nan.

(3) Ket entuan nengenai tata cara pemasukan atau
pengel uaran barang inmpor dan jam nan yang
di waj i bkan kepada para PPGB diatur lebih
l ani ut ol eh Menteri Keuangan

Pasal 20

PGB yang akan bertindak sebagai PPGB wajib memenuhi
per syar at an sebagai mana di maksud dal am Pasal 19.

Pasal 21

(1) PPGB bertanggung jawab terhadap bea nmasuk,
cukai, dan pajak yang terutang atas barang
yang di masukkan atau di kel uar kan dari
per usahaannya.

(2) PPGB di bebaskan dari t anggung j awab
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dalam hal
barang yang berada di perusahaannya:

a. nusnah tanpa sengaj a;

b. telah diekspor, direekspor, atau diinpor
unt uk di pakai

c. di masukkan ke KB, dipindahkan ke Gudang
Beri kat | ai nnya, Tenpat Peni mbunan
Senment ara, atau Tenpat Peni mbunan Pabean.

BAB 1V
ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN

Pasal 22
(1) Penet apan suatu bangunan, at au kawasan
sebagai Entrepot untuk Tujuan Panmeran (ETP)
di beri kan oleh Menteri Keuangan kepada
Penyel enggara Entrepot untuk Tujuan Paneran
(PETP) dengan mener bi t kan izin

penyel enggar aan ETP.

(2) Untuk nendapatkan izin sebagai mana di maksud
pada ayat (1), pihak yang akan nenjadi PETP
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harus menmenuhi persyaratan sebagai beri kut:

a. Memiliki bukti kepem |ikan atau penguasaan
suatu bangunan atau kawasan yang menpunya
bat as- bat as yang j el as (pagar pernisah);

b. Memliki lzin Usaha dan izin |ainnya yang
di perlukan dari instansi terkait;

c. Memliki penet apan sebagai PKP dan
mel ampi rkan SPT PPh tahun terakhir bag
perusahaan yang sudah wajib nenyerahkan
SPT.

Pasal 23

Atas inmpor barang nodal atau peralatan unt uk
penbangunan/ konstruksi ETP yang tel ah nendapat izin
sebagai mana di meksud dalam Pasal 22 di beri kan
fasilitas berupa penangguhan bea nasuk, ti dak
di pungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22.

Pasal 24

(1) PETP nenbantu pengurusan pemasukan senentara
barang | npor yang akan di panerkan oleh para
peserta paneran.

(2) PETP bertanggung jawab terhadap bea nmasuk,
cukai, dan pajak yang terutang atas barang
i mpor yang di masukkan dal am rangka pameran

(3) PETP di bebaskan dari t anggung j awab
sebagai mana di maksud pada ayat (2) dal am hal
bar ang i mpor yang berada di ETP  yang
ber sangkut an.

a. nusnah | anpa sengaj a;

b. telah direekspor

c. di masukkan ke ETP | ai nnya atau di pi ndahkan
ke Tenpat Pcni mbunan Pabean.

BAB V
TOKO BEBAS BEA

Pasal 25

Toko Bebas Bea (TBB) dapat berl okasi di

a. Term nal keberangkatan Bandara I nternasional/
Pel abuhan Ut anm;

b. Term nal kedat angan Bandar a I nt er nasi onal /
Pel abuhan Ut ama; atau

c. Dal am kot a.

Pasal 26
(1) I zin pengusahaan TBB di beri kan ol eh Menter
Keuangan kepada per usahaan ber bent uk

Perseroan Terbatas (PT) yang khusus di bentuk
untuk itu dengan nencrbitkan izin TBB
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Untuk nendapatkan izin sebagai mana di meksud

pada ayat (1), pihak yang akan menj ad

Pengusaha TBB (PTBB) har us menmenuh

per syar at an sebagai beri kut:

a. Memliki Surat Izin Usaha dan izin |ainnya
yang di perl ukan;

b. Mem liKki penet apan sebagai PKP dan
mel ampi rkan SPT PPh tahun terakhir bag
perusahaan yang sudah wajib ntnyerahkan
SPT;

c. Fela |lokasi/lelllpat yang akan dij adi kan
TBB.

Pasal 27

Orang yang berhak nenbeli barang-barang d

TBB dengan nendapat kan fasilitas kepabeanan,

cukai, dan perpaj akan adal ah:

a. Para anggota Korps Diplomatik

b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada
| embaga- | embaga | nt er nasi onal

c. Orang yang bepergi an ke luar negeri;

d. Orang yang tiba dari |uar negeri.

Ket entuan tentang batasan nilai barang yang
dapat di bel i ol eh nereka yang ber hak
sebagai mana di maksud pada ayat (1) bai k untuk
per seorangan maupun untuk kel uarga ditetapkan
ol eh- Menteri Keuangan

Pasal 28

PTBB bertanggung jawab terhadap bea nmasuk,
cukai, dan pajak yang terutang atas barang
yang di masukkan at au di kel uar kan dari
per usahaannya.

PTBB di bebaskan dari t anggung j awab

sebagai mana di maksud pada ayat (1) dalam hal

barang yang berada di perusahaannya:

a. nusnah tanpa sengaj a;

b. telah direekspor, atau dijual kepada yang
ber hak;

c. di pi ndahkan ke Tenpat Peni mbunan Pabean

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Tenpat Peni nbunan Beri kat sepenuhnya berada
di bawah pengawasan pabean
Pengawasan pabean sebagai mana di neksud pada

ayat (1) dil aksanakan dengan tetap nmenjanin
kel ancaran arus barang.
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Pasal 30
(1) lzin Tenpat Peninmbunan Berikat di bekukan
bi | amana penyel enggara Tenpat Peni mbunan

Beri kat :

a. berada dal am pengawasan kurator sehubungan
dengan ut angnya; atau

b. nmenunj ukkan ket i dakmanpuan dal am
penyel enggar aan Tenpat Peni nbunan Beri kat.

(2) Penmbekuan izin di maksud pada ayat (1) dapat
di ubah menj adi pencabut an bi | amana
penyel enggara Tenpat Peni mbunan Beri kat:

a. tidak dapat nelunasi utangnya dal am j angka
waktu yang ditetapkan; atau

b. tidak manpu | agi ncngusahakan Tenpat
Peni mbunan Beri kat tersebut.

(3) | zi n sebagai mana di maksud pada ayat (1) dapat
di berl akukan kenbali bilanmana penyel enggara
Tenpat Peni mbunan Beri kat :

a. telah nelunasi utangnya; atau
b. telah manpu kenbali nengusahakan Tenpat
Peni mbunan Beri kat tersebut.

(4) | zin Tenpat Peni mbunan Bcri kat di cabut dal am
hal :

a. Penyel enggara Tenpat Peninbunan Berikat

unt uk jangka waktu satu tahun terus

menerus tidak |agi nel akukan kegi at an

b. Penyel enggara Tenpat Peninmbunan Berikat
mengal am pailit;

c. Penyel enggara Tenpat Peni nbunan Berikat
bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau

d. terdapat per m ntaan dari yang
ber sangkut an.

Pasal 31

Bilamana izin Tenpat Peninbunan Berikat t el ah
di cabut sebagai mana di maksud dal am Pasal 30 ayat
(4), pengusaha dal am batas waktu tigapul uh har
sej ak pencabutan izin harus:

a. nelunasi sermua Bea Masuk yang terutang;

b. mengekspor kenbali barang yang nmesih ada d
Tenpat Peni nbunan Berikat; atau

c. mem ndahkan barang yang masih ada di Tenpat
Peni mbunan Beri kat ke Tenpat Peni nbunan Beri kat
I ain.

Pasal 32

Penyel enggara  Tenpat Peni mbunan Beri kat at au
pengusaha yang mel akukan kegi atan usaha di  Tenpat
Peni mbunan Beri kat yang nel anggar ketentuan yang
di atur dalam Peraturan Penerintah ini, sel ain
di kenai sanksi yang secara tegas telah diatur dal am
Peraturan Penerinlah ini dapat pula dikenai sanksi

admi ni strasi berupa denda atau sangsi pidana sesua

ket ent uan per at uran perundang- undangan yang
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ber | aku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Ket ent uan I ebih lanjut yang di per| ukan bag

pel aksanaan Peraturan Pemerinlah ini diatur ol eh
Ment eri Keuangan.

Pasal 34

(D) Dengan berl akunya Peraturan Pemerintah ini,
Peraturan Penerintah Nonmor 22 tahun 1986
sebagai mana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Penerintah Nonmor 14 Tahun 1990
di nyat akan tidak berl aku I agi

(2) Dengan berl akunya Peral uran Pemerintah ini,
semua Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor
di nyat akan sebagai Kawasan Beri kat

(3) Sermua peraturan pel aksanaan yang nengatur
tentang Kawasan Berikat, Entrepot Partikelir

dan Toko Bebas Bea, sepanj ang ti dak
bert ent angan dengan Peraturan Penerintah ini
di nyat akan tetap ber| aku sanpai ada

pengganti nya.

Pasal 35

Per aturan Pererintah ini mulai berlaku pada tanggal
di undangkan. Agar setiap orang yang nmengetahui nya,
mener i nt ahkan pengundangan Peraturan Pemerintah in
dengan penenpat annya dal am | erbar an Negara Republi k
I ndonesi a.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Juni 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
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